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A
pa yang paling serius tetapi luput disorot dari kon­
troversi gaya hidup mewah sebagian pejabat? Bukan 
soal berlimpahnya harta mereka atau sah-tidaknya 

halta itu. Bukan profesi mereka sebagai aparatur sipil negara 
atau ASN. Namun, ini: apakah pamer kemewahan itu bisa 
dihindarkan? Perlukah dicela? 

Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melarang ASN pamer 
kemewahan. Larangan itu wajar jika ASN pamer kemewahan 
ketika menjalankan kerja dinas. Namun, ASN punya ke­
hidupan pribadi di luar waktu dan tempat kerj a. Juga keluarga 
mereka. Masa gaya hidup pribadi mereka diatur negara? 

Seandainya semua ASN tidak lagi pamer kemewahan, apa 
masalahnya selesai? Jika ASN sudah pensiun, bebaskah 
mereka pamer kemewahan? Bagaimana hak bergaya hidup 
bagi sisa penduduk negeri ini yang non-ASN? 

Yang digugat sebagian pihak bukan pamer kekayaan. 
Namun, keabsahan harta pejabat. Jika soalnya sesederhana 
itu, masalahnya pudar apabila terbukti tak ada penyele­
wengan di balik berlimpahnya harta mereka. Kalaupun ada 
penyelewengan, apakah semua menjadi beres sesudah pe­
lakunya diberi sanksi setimpal? Dalam bahasa Orde Baru, 
mereka hanya "oknum"? 

Ada dua soal mendasar dan lebih serius ketimbang yang 
selama ini menonjol dalam debat pamer kemewahan. 

(Bersambung ke him 15 kol 5·7) 

Pamer Kemewahan 
(Sambungan dar; halaman 1) 

Pertama, mungkinkah manu­
sia menjadi mahakaya tanpa 
gairah pamer kemewahan? 
Apakah panler gaya hidup itu 
hal tercela, terlepas dari soal 
siapa pelakunya, apa profesi 
mereka, atau bagaimana harta 
untuk bergaya itu diperoleh? 
Kalau tidak, mengapa? 

Kedua, peluang hidup ber­
mewah-mewah tidak pernah 
merata. Sejarall sosial adalah 
sejarall ketimpangan. Segelin­
til' warga hidup mewah tu­
run-temurun tanpa kerja ke­
ras. Yang lain bekerja di ber­
bagai bidang dan lokasi yang 
dihindari sesama warga karena 
berbahaya, terhina, atau sulit. 
Mereka tetap saja rniskin tu­
run-temurun. 

Kedua soal itu perlu disimak 
lebih jauh satu per satu. Bi­
asanya orang pamer kemewah­
an untuk dikagumi. Namun, 
niat itu malah bisa mengun­
dang cemooh publik. Itu risiko 
yang ditanggung pelaku. Pi­
lihan gaya hidup mereka tetap 
menjadi hak pribadi mereka. 
Tak perIu dimusuhi, apalagi 
dilarang. Bagi yang tidak suka, 
diabaikan saja. 

Pamer kemewahan sangat 
manusiawi. Setiap orang punya 
gairah pamer diri atau kehi­
dupan di sekitarnya. Yang di­
pamerkan tidak selalu keme­
wahan. Ukuran mewah juga 
tidak sama untuk kalangan 
berbeda. Naluri manusiawi un­
tuk pamer diri menjadi salah 
satu kunci suksesnya industri 
media sosial. 

Banyak orang kecanduan in­
teraksi media sosial. Bukan ke­
canduan pada teknologi digital 
itu, melainkan pada nikmatnya 
pamer seluk-beluk diri sendiri 
lewat teknologi itu. Kecanduan 
ini berjangkit di sejumlah ka­
langan dari latar belakang eko­
nomi, etnis, usia, agama, ba­
hasa, dan profesi beraneka. 

Dalam masyarakat kapitalis 
yang sudah mendunia, semua 
orang didorong kerja keras dan 

hidup makmur. Masyarakatju­
ga didorong berbelanja sebe­
sar-besarnya agar memacu 
pertumbuhan ekonorni. Ada 
yang menyebut kemakmuran 
sebagai hasil pembangunan. 
Yang lain mensyukuri sebagai 
berkat dari Tuhan. Bukannya 
dilarang, kemewahan malah 
dirayakan dalam iklan, acara 
hiburan, upacara resrni kelu­
arga, adat, dan lembaga. 

Buat apa menjadi orang ka­
ya jika tak boleh hidup mewah? 
Kira-kira begitu perasaan ter­
dalam kaum hartawan atau 
yang baru berrnimpi jadi su­
perkaya Masalahnya, tidak se­
mua orang mampu walau mau. 
Akibatnya serius. Maka, soal 
mendasar yang kedua, yakni ke­
timpangan, perlu disimak lebih 
jauh. 

Tidak ada timbunan harta 
berlimpah dari upaya individu. 
Harta yang berlimpah bersum­
ber dari proses berliku dalam 
sebuah tata sosial. Celakanya, 
tata sosial kita illi sangat tim­
pang dari tingkat lokal hingga 
global. Yang kaya semakin ka­
ya. Jumlah mereka mengeru­
cut semakin sedikit. J ika di­
lacak, kekayaan mereka meng­
alir deras dari hasil keringat, 
air mata, bailkan nyawa, kaunl 
miskin yang jumlahnya sema­
kin membengkak. 

Ketimpangan itu tak tere­
lakkan berkat berfungsinya ta­
ta masyarakat yang tidak adil. 
Bukan karena oknum pejabat 
yang korup. Yang mahakorup 
tata sosialnya. Semakin taat 
semua warganya mematuhi 
aturan dan bekerja keras, se­
makin melebar kesenjangan 
itu. Sebab, aturan dan hukunl 
itu berpihak kepada kaum eli­
te. 

Masyarakat kita ditandai ke­
senjangan kemakmuran dan 
jenjang kelas sosial. Terjadi 
pertarungan kepentingan an­
tarkelas, masing-masing de­
ngan identitas kelas yang ber­
beda. Sosok kelas sosial itu 
sering sulit dikenali karena di­
balut atau berkelindan dengan 

identitas agama, ras, etnisitas, 
jender, atau kebangsaan. 

Kejayaall kelas atas hanya 
dimuliakan jika mereka ber­
hasil menguasai tidak hanya 
hukum atau ekonomi. Mereka 
juga harus menguasai selera 
budaya masyarakat. ltu sebab­
nya raja-raja mengangkat pu­
jangga keraton. Kini presiden 
membina influencer. 

Identitas kelas dinyatakan 
dalanl berbagai bentuk, terma­
suk gaya hidup. Gaya hidup 
mewah berfungsi mengu­
kuhkan identitas kolektif se­
sanla kelas-atas. Sekaligus men­
jaga jarak dari kelas bawah dan 
kelas menengall yang hanya bi­
sa berangan-angall suatu hari 
bisa naik status ke kelas atas. 

Gaduh publik soal pamer 
kemewahan belakangan ini 
menunjukkan gagalnya kelas 
atas menguasai selera, budaya, 
dan moralitas publik. Terjadi 
letupan frustrasi kelas mene­
ngah yang tidak berdaya di­
impit kelas atas dan kelas ba­
Wall. Gejala ini terjadi berka­
li-kali dalam sejarall. 

Pada masa kolonial, peme­
rintah berupaya meredanl 
frustrasi masyarakat dengan 
politik etis. Bukan mengakhiri 
kolonialisme. Pada masa Orde 
Baru terjadi ledakan kaum ka­
ya baru dan kaum miskin ur­
ban. Panik menghadapi gejala 
yang disebutnya "kecemburu­
an sosial", pemerintah mem­
buat kebijakan "pola hidup se­
derhana" yang sejak awal su­
dah jelas bakal gagal. Kini un­
tuk meredam keresahan pub­
lik, pemerintah memecat "ok­
num" pejabat sebagai tumbal. 

TahWl 1990-an konglomerat 
dan pejabat negara Orde Baru 
berbondong-bondong memba­
ca puisi di ruang publik. Tampil 
sok berbudaya untuk menarik 
simpati. Kini tersedia kosmeti­
ka baru untuk merias kemak­
muran elite jika khawatir di­
sorot publik, yakni tampil ber­
gaya religius. Maka ketimpang­
an sosial lolos dari perhatian 
publik. 


